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PERATURAN DESA DALEGAN

NOMOR : 03 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALEGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEGAN

Menimbang
: a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Dalegan sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu menetapkan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Bahwa untuk melasanakan ketentuan point a diatas perlu diatur dengan Peraturan Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
	Mengingat    :    
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	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005  tentang   Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4657);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengaawasan Penerintahan Daerah 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan  Desa (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun  2006, Tambahan  Lembaran   Daerah   Nomor  12 Tahun 2006).

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2008 tentang  Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik 
(Lembaran Daerah kabupaten Gresik tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang  Peraturan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang  Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang  Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang  Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa

Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang  Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa

Peraturan Desa Dalegan Nomor 3 Tahun 2011 tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dalegan 

Peraturan Desa Dalegan Nomor 6 Tahun 2012 tentang  Badan Permusyawaratan Desa Dalegan 




Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEGAN

DAN

KEPALA DESA DALEGAN

MEMUTUSKAN

	Menetapkan   :    
	
	PERATURAN DESA DALEGAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALEGAN.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Dalegan ini yang dimaksud dengan istilah :
1.
Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.
Bupati adalah Bupati Gresik.

3.
Camat adalah Camat Panceng.

4.
Desa Dalegan adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masayarakat setempat (keseluruhan wilayah Desa Dalegan yang mencakup krajan dan seluruh pedukuhannya/dusun), berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

5.
Pedukuhan / dusun adalah meliputi : Mulyorejo, Wonorejo, Shoberoh dan Larangan;
6. Pemerintahan Desa Dalegan adalah Penyelenggara urusan pemerintahan Desa Dalegan oleh Pemerintah Desa Dalegan dan Badan Permusyawaratan Desa Dalegan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. 
Badan Permusyawaratan Desa Dalegan yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalegan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Dalegan.

8.
Pemerintah Desa Dalegan adalah Kepala Desa Dalegan dan Perangkat Desa Dalegan;

9.
Kepala Desa adalah Kepala Desa Dalegan;

10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.

11.
Calon Kepala Desa Dalegan adalah warga masyarakat Desa Dalegan yang memenuhi sayarat sebagai Calon Kepala Desa Dalegan;

12.
Kampanye adalah forum yang digunakan untuk menarik simpati pemilih, berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila ia terpilih menjadi Kepala Desa Dalegan;

13.
Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa Dalegan yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalegan;

13.
Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa Dalegan yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa Dalegan;

14.
Pemilih adalah penduduk Desa Dalegan yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;

15.
 Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapat bakal calon;

16.
Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara administratif.

BAB II

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  KEPALA DESA DALEGAN

Bagian Kesatu

MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

(1)
Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa Dalegan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Dalegan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
(2)
Badan Permusyawaratan Desa memproses pemilihan Kepala Desa Dalegan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Dalegan;

(3)
Badan Permusyawaratan Desa Dalegan mengadakan rapat untuk :

a.
Membentuk dan mengesahkan susunan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Dalegan;

b.
Membahas Rencana Pelaksanaan dan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalegan;

(4)
Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) a, diatas terdiri dari Perangkat Desa Dalegan, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Pasal 3

(1)
Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalegan mempunyai tugas :

a.
Membuat tata tertib Pemilihan Kepala Desa Dalegan;

b.
Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Dalegan sesuai dengan persyaratan;

c.
Menerima pendaftaran bakal calon;

d.
Meneliti berkas persyaratan bakal calon;

e.
Mengajukan / mengusulkan biaya pemilihan Kepala Desa Dalegan kepada Badan Permusyawaratan Desa Dalegan;

f.
Mengajukan bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa Dalegan;

g.
Melaksanakan pendaftaran pemilih;

h.
Mengesahkan daftar pemilih;

i.
Mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye calon Kepala Desa Dalegan;

j.
Menetapkan jadwal pelaksanaaan Pemilihan Kepala Desa Dalegan;

k.
Melaksanakan pemilihan Kepala Desa Dalegan;

l.
Membuat berita acara hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalegan;

m.
Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalegan dan pertanggungjawaban penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa Dalegan kepada Badan Permusyawaratan Desa Dalegan.

(2)
Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalegan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa Dalegan.
Bagian Kedua
HAK MEMILIH DAN DIPILIH


Pasal 4
Yang dapat memilih dalam Pemilihan Kepala Desa Dalegan adalah Penduduk Desa Dalegan, Warga Negara Republik Indonesia yang :

a.
Terdaftar sebagai penduduk Desa Dalegan secara sah dan bertempat tinggal di Desa Dalegan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga);
b.
Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dan atau sudah / pernah menikah; 
c.
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
Pasal 5
Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa Dalegan adalah penduduk Desa Dalegan Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

a.
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.
Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c.
Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat dibuktikan dengan Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

d.
Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dibuktikan dengan KTP ;

e.
Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dari DOKTER Puskesmas setempat (Panceng; j
f. Berkelakuan baik, jujur dan adil, dibuktikan dengan SKCK ( Surat Keterangan Catatan Kepolisian ) dari KEPOLISIAN.
g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat Pernyataan 
h.
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat pernyataan.
i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa Dalegan;

j.
Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa Dalegan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;

k.
Penduduk Desa Dalegan dan bertempat tinggal di desa Dalegan, sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun terahir berturut – turut yang dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Kepala Desa Dalegan  dan tercatat dalam Register Induk Desa Dalegan, dan / atau Dokumen lainnya yang sah, Kecuali Putra Desa ;

l.
Putra Desa sebagaimana dimaksud huruf k adalah seorang yang lahir di desa Dalegan dari orang tua yang masih bertempat tinggal dan terdaftar sebagai Penduduk Desa Dalegan, dibuktikan dengan Akte Kelahiran KK (Kartu Keluarga), dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Orang Tua.
m. Tidak dalam status Penjabat Kepala Desa Dalegan, Perangkat Desa Dalegan, Panitia Pemilihan dan atau Anggota BPD, minimal 1 (satu) bulan sebelum mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Dalegan.
n. Bagi Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai sebagai Kepala Desa Dalegan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya.
o. Bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Dalegan dan harus memiliki izin tertulis dari Bupati dan atau pejabat berwenang
p. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Dalegan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan
Bagian Ketiga

MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA DALEGAN

Pasal 6
(1)
Bakal calon mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa Dalegan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan berkas persyaratan seperti dimaksud pada pasal 5;
(2)
Ketentuan lebih lanjut tentang Pencalonan Kepala Desa Dalegan ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Dalegan.

Bagian Keempat

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALEGAN

Pasal 7
(1)
Tahapan pemilihan Kepala Desa Dalegan meliputi :

a.
Penjaringan bakal calon;

b.
Penyaringan bakal calon;

(2)
Tahapan sebagaimana ayat 1 huruf a meliputi :

a.
Sosialisasi

b.
Pendaftaran;

(3)
Tahapan sebagaimana ayat 1 huruf b meliputi :

a.
Pemeriksaan administrasi;

b.
Penetapan calon.

Bagian Kelima

KAMPANYE CALON KEPALA DESA DALEGAN

Pasal 8
(1)
Calon Kepala Desa Dalegan yang berhak dipilih setelah mendapat penetapan Badan Permusyawaratan Desa Dalegan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) diatas dapat mengkampanyekan program-programnya kepada masyarakat yang waktu dan tempat pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan;
(2)
Kampanye calon Kepala Desa Dalegan dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;

(3)
Teknis pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut dalam tata tertib Panitia Pemilihan;

(4)
Bagi calon Kepala Desa Dalegan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi oleh Panitia Pemilihan;

(5)
Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Dalegan.

Bagian Keenam
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALEGAN

Pasal 9
(1)
Kepala Desa Dalegan dipilih langsung oleh penduduk Desa Dalegan dari calon yang telah ditetapkan;

(2)
Pemilihan Kepala Desa Dalegan dilaksanakan melalui tahapan – tahapan yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 10
(1)
Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannnya Pemilihan Kepala Desa Dalegan dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih, dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan;
(2)
Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang hari, tanggal dan tempat pemungutan suara dilaksanakan;

(3)
Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor urut sesuai dengan nomor urut pada daftar pemilih yang sudah disahkan;

(4)
Untuk membuktikan keabsahan surat undangan yang dibawah pemilih pada saat menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan dapat mencocokkan nama yang  bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas yang lain.

Pasal 11
(1)
Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar Surat Suara oleh Panitia Pemilihan;

(2)
Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang rusak kepada Panitia Pemilihan;

(3)
Sebelum pemungutan suara di mulai Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan pada pemilih dan saksi dari masing-masing calon bahwa kotak suara daLam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas segel yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 12
(1)
Pemilihan Kepala Desa Dalegan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

(2)
Setiap penduduk Desa Dalegan yang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun;

(3)
Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Kabupaten;

(4)
Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat pemungutan suara.

Pasal 13
(1)
Pemungutan suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih;
(2)
Pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan Panitia Pemilihan;

(3)
Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang disediakan Panitia Pemilihan dalam keadaan terlipat.

Bagian Ketujuh

MEKANISME PERHITUNGAN 

Pasal 14
Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan Panitia Pemilihan pada hari itu juga 
a.
Membuka kotak suara, meneliti dan menghitung jumlah suara yang masuk dengan disaksikan para calon, para saksi dan pemilih yang hadir;

b.
Mengumumkan hasil dan jumlah penghitungan suara;

c.
Menandatangani berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara dengan para calon, panitia dan saksi.

Pasal 15
(1)
Calon Kepala Desa Dalegan yang berhak dipilih dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sah yang terbanyak;

(2)
Calon Kepala Desa Dalegan terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dalegan berdasarkan laporan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Dalegan terpilih.

Pasal 16
(1)
Apabila calon terpilih yang mendapat dukungan suara sah terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa Dalegan diadakan pemilihan ulang;

(2)
Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon yang mendapatkan suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan dan bagi yang memperoleh suara sah terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih;
(3)
Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih dilakukan pemilihan ulang sampai dengan diperoleh suara sah terbanyak oleh salah satu calon.

Pasal 17
Dalam hal terdapat calon berhak dipilih, tidak menandatangani berita acara pemilihan atau meninggalkan tempat pemilihan sebelum penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah.
Pasal 18
Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Dalegan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 selesai, Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Dalegan selesai, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan serta pertangungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa Dalegan kepada Badan Permusyawaratan Desa Dalegan dengan tembusan Camat.

Bagian Kedelapan
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 19
(1)
Dalam hal bakal calon dan atau calon Kepala Desa Dalegan merasakan dirugikan terhadap setiap tahapan mekanisme pemilihan Kepala Desa Dalegan dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalegan disertai bukti otentik;
(2)
Pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 1 x 24 jam pada setiap penetapan tahapan;

(3)
Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalegan harus sudah memberikan keputusan terhadap setiap keberatan paling lambat 1 x 24 jam setelah pengajuan keberatan diterima;

(4)
Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalegan tidak dapat memutuskan pengajuan keberatan maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalegan menyerahkan penyelesaiannya kepada Tim Penanganan Permasalahan Penyelenggarakan Pemerintahan Desa Kabupaten Gresik.

Bagian Kesembilan
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DALEGAN

Pasal 20
(1)  Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dalegan, berdasarkan laporan dan berita acara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bukti hasil Pemilihan Kepala Desa; 
(2)
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalegan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Pemungutan suara;

(3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan calon Kepala Desa terpilih dalam jangka waktu sebagaimana dmaksud pada ayat 2, Bupati dapat mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan mempertimbangkan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan Tim Penanganan permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Gresik
Pasal 21
(1)
Setelah diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) Kepala Desa Dalegan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
(2) Kepala Desa Dalegan terpilih dilantik oleh Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebgaimana dimaksud pada ayat 2 masa jabatan Kepala Desa belum habis pelantikan dilaksanakan sampai masa jabatan Kepala Desa Habis;
(4)
Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa Dalegan mengucapkan sumpah/janji;

(5)
Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa Dalegan adalah sebagai berikut : 

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa Dalegan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa Dalegan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 22
(1)
Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa Dalegan sebagaimana dimaksud pasal 21 diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa Dalegan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalegan dan masyarakat Desa Dalegan;
(2)
Setelah dilaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilangsungkan pelaksanaan serah terima jabatan oleh pajabat dari Kepala Desa Dalegan kepada Kepala Desa Dalegan yang baru dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan;

(3)
Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa Dalegan sebagaimana dimaksud ayat (1), di tempat lain yaitu di pusat Pemerintahan Kecamatan atau di pusat Pemerintahan Kabupaten;

(4)
Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23
Masa jabatan Kepala Desa Dalegan selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 x masa jabatan berikutnya.

Bagian Kesepuluh
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA DALEGAN

Pasal 24
(1)
Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Dalegan bersumber :

a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalegan 

b.
Bantuan keuangan dari APBD

c.
Sumber lain yang sah.
(2)
Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa Dalegan ditentukan berdasarkan usulan Panitia Pemilihan melalui Badan Permusyawaratan Desa Dalegan atas usul tia Pemilihan;
(3)
Biaya pemilihan Kepala Desa Dalegan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  dan sumber lain yang sah;

 Badan Desa Dalegan memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pengajuan
Bagian Kesebelas
SANKSI

Pasal 25
(1)
Sanksi atas pelanggaran terhadap Peraturan perundangan yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa berupa Pencabutan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih atas perintah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
(2)
Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja oleh Panitia Pemilihan baik secara perorangan maupun bersama-sama dan atau para calon Kepala Desa Dalegan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Keduabelas
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALEGAN

Pasal 26
(1)
Kepala Desa Dalegan berhenti karena :

a.
Meninggal dunia;

b.
Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri dengan permohonan tertulis;

c.
Diberhentikan.

(2)
Kepala Desa Dalegan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a.
Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru;

b.
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c.
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa Dalegan;

d.
Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

e.
Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa Dalegan;

f.
Melanggar larangan bagi Kepala Desa Dalegan.

(3)
Usul pemberhentian Kepala Desa Dalegan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Dalegan kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Dalegan;

(4)
Usul pemberhentian Kepala Desa Dalegan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Dalegan  kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Dalegan yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalegan; 

(5)
Pengesahan pemberhentian Kepala Desa Dalegan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;

(6)
Setelah dilaksanakan pemberhentian Kepala Desa Dalegan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Dalegan atas usul Badan Permusyawaratan Desa Dalegan.

Pasal 27
(1)
Kepala Desa Dalegan diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Badan Permusyawaratan Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2)
Kepala Desa Dalegan diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan Badan Permusyawaratan Desa Dalegan apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap.

Pasal 28
Kepala Desa Dalegan diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Badan Permusyawaratan Desa Dalegan karena berstatus sebagai tersangka 
melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 29
(1)
Kepala Desa Dalegan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa Dalegan sampai dengan akhir masa jabatannya;

(2)
Apabila Kepala Desa Dalegan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa Dalegan.

Pasal 30
Apabila Kepala Desa Dalegan diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), Sekretaris Desa Dalegan melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa Dalegan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31
Apabila Kepala Desa Dalegan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (ayat 6), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Dalegan atas usul Badan Permusyawaratan Desa Dalegan dengan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan dan pemilihan Kepala Desa Dalegan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Bagian Ketiga belas
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DALEGAN

Pasal 32
(1)
Penjabat Kepala Desa Dalegan diangkat dari unsur :

a.
Perangkat Desa Dalegan atau;

b.
Perangkat Kecamatan Panceng.
(2)
Penjabat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diusulkan Badan Permusyawaratan Desa Dalegan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat belas

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 33
(1)
Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa Dalegan, dilaksakanan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
(2)
Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

a.
Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

b.
Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3)
Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini,  Peraturan Desa Dalegan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Dalegan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Pasal 35
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa Dalegan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib Panitia pemilihan Kepala Desa Dalegan 

Pasal 36
Peraturan Desa Dalegan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dalegan. 
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